
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 
Jawa Tengah dan Jawa Barat, 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian 
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684); 

PEMERINTAH KOTA MAGELANG 

PERATlJRAN DAERAH KOTA MAGELANG 

NOMOR 12 TAHUN 2002 

TENT ANG 

p AJAK PENGAMBILAN SARANG BURUNG 

DENGAN RAHMAT TUHAN y ANG MAHA ESA 

WALIKOTA MAGELANG, 

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 
2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 
dimungkinkan pemungutan obyek pajak baru selain limitatif yang 
ditentukan sepanjang memenuhi kriteria sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

b. bahwa pemungutan pajak pengambilan sarang burung berdasarkan 
kajian sesuai dengan kriteria layak ditetapkan sebagai pajak; 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Pengam bilan 
Sarang Burung; 

4. Undang- ... 
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Dengan Pcrsctujuan . 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tcntaog 
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentaog 
Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Dacrah 
dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain; 

IS. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentaog 
Pedoman Pengelolaan dan Pengusahean Sarang Burung W alet. 

9. 

8. 

7. 

6. 

S. 

~:;;ns-~uidnn omnr IR T hun t 997 t ntnn Pn'Alc l)nerah dan 
T n l\JS1 D 'rol, (1 ml rnn N Ar Tnhun 1997 Norn r 41, 

u111l~,t1 n I cml r u Ncgnr Nomor J6RS) ba aim na tclah 
d,,,hnh ,t n 2000 ter,tang P nn undnn -undnng Nomor 4 Tot1lJO 
p ~~•hnhnn Atn~ t Jnonn~-11ncton~ Nomor IR ·r ahun 1997 tcnto.ng 

I\JRk 1 Aerni, dnn Rotribu i Dacrahh (lAn1baran Ne ar Ta.bun 
000 omor 246, Tomb han Lembaran Negara Nomor 4048), 

Undat\g-uatdaitij Nomor 19 Tahun 1997 tentang Peoagjhan Pajak 
dengnn urnt Paksn (I .embaran Negara To.hun 1997 Nomor 42• 

Tan,hnhRn I· nihnrRn N gars Nornor l6R6 )~ 

Undnng-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentsng Pemerintahan 
aemh (Len,bara11 Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 

I -embarsn Negara Nomor 3839); 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 384&); 

Peratura.n Pemerintah Nornor 25 Fahun 2000 tentang Kewenangan 
Pemeri11tah Pusat dan kewenangan Propinsi seba.gai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3952); 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambaban Lembaran 
Negara Nomor 4138)~ 

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang 
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dao 
Retribusi Daerah; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang 
Kriteria Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan 
dan Tata Cara Pembukuan; 

4. 
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Den an J)Cnetajuan 

DEWAN PERWAKILAN RAJ AT DAERAII KOTA MAGELANG 

M MlJ U I;: KAN : 

~enetapk•n: PERATURAN D RAH KOTA MAGELANG TENTANG PAJAK 
PE GAMRILA SARANG BlJRlJNG 

BAB I 

KETENTIJAN UMUM 

Pasal 1 

[)a)am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
8. Daeroh adalah Kota Magelang ~ 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ; 
c. W alikota adalah W alikota Magelang ~ 

d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Magelang ; 

e. Pejabat yang di~nj~k yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi 
tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan pe1undang 
undangan yang berlaku ; 

f Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 
kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah ~ 

g. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau 
daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firms, kongsi, koperasi, dana 
pensiun, persekutuan, perkumpulan.yayasan atau organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi yang sejenis, Iembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan 
lainnya ; 

h. Pajak Pengarobilan Sarang Burung, yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan 
daerah atas hasil yang diperoleh dari setiap pengambilan sarang burung yang 
diperhitungkan dengan harga jual; 

i. Tempat pemeliharaan sarang burung adalah rumah-rumah, bangunan, dan tempat 
tempat lain yang dipergunakan untuk perneliharaan sarang burung ~ 

j. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang 
undangan perpajalcan Daerah diwajibkan untuk melak.uk.an pembayaran pajak yang 
terutang termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. 

k. Sarang .... 
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(1) Dengan nama Pajak Pengambilan Sarang Burung dipungut pajak atas setiap 
pengam bi Ian hasil sarang burung. 

(2) Obyek Pajak adalah setiap pengambilan basil sarang burung yang dinilai dengan 
uang. 

(3) Setiap pengusahaan sarang burung wajib memiliki Izin Usaha Sarang Burung. 
Pasal 3 ... 

Pasal 2 

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

BAB II 

SBfaOS burung adaloh snmng b t 
~· -'iperdagangkan do11~an earn da11 d •;n1ng wnlet clan otau 111ejeni1tnya yang claps: 

v . n an1 bcr1tt1lc ngarnbilan sarnng ht1n1ng Ad I h apaptJn ~ 
P0•· ik di · d 8 A sorn k · buruog 1. 1. sil 111il1 sen m an mcmonfa tk · ng aian kcgiatan mengarnbil sarang . ,,a u an hos·1 id manus1a; rat Pemberitah,1an tentan . '1 nya untuk menunjang kehi upan 
su di g PaJok Dae h di · kat SPl PD, ¢· odslah surat ya~g 1gunakan oleh W .. ra. , yang selanjutnya 1smg~ dan 
pen1bayaratl pajak yang terutang aJtb Pajak untuk melaporkan pengh1tun~ k 

08erah; 
menurut peraturan perundang-undangan perpa.Ja so 

surat Setoran Pajak Daeral1, Yan . . . . an 
O· d'gunaksn olch Wajib Pajak u t gk selal\Jutt1ya disingkat SSPD, adalah surat Y .J 1 terutang ke Kas Dai h nu rnelakukan pembayaran atau penyetoran paJ 

yang . era atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh WaJikota ~ 
surnt Ketetapnn Pa.Jak Daerah . b Surat 

O· J(eputusan yang menentukan be;aYang. selan.Jutnya disingkat SK.PD, adala 
. · rnya JUmlah pajak yang terutang ~ 

surat Ketetapan Pa.iak Daerah K KPDKB 
P· aJah Surat Kep,itusan urang Bayar, yang selanjutnya disingkat S ' 

ad ah kredit aiak, . yang menentukan besarnya jumJah pajak yang terutan~ 
juinl. . . clap ~. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya saokst 
adm1n1stI asi n jumlah yang masih harus dibayar ; 

q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat 
sKPDKBT, .adalah Surat Keputusan yang menentukan ~bahan atas jumlah pajak 
yang telah ditetapkan ; 

r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, 
ada}ah ~urat Keputu.san ~ang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak 
1carena jumlah kredit pa.Jak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak 
seharusnya terutang ; 

s Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah 
Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutaog sama besarnya 
dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ; 

t Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa buoga dao atau denda ; 

r 
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BAB V . 

(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota Magelang. 
(2) Besarnya pajak terutang dihitung denga~ .cara men~al~kan Tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan daerah mt dengan Nilai Jual sarang burung. 
(3) Untuk penetapan pajak, Wajib pajak ~arus melaporkan kepada W alikota paling 

lambat 7 (tujuh) hari sebelun1 pengamb1lan sarang burung. 

Pasal 6 

WILA Y AH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

BAB IV 

Besarnya Tarif Pajak Pengambilan Sarang Burung ditetapkan sebesar 10% 
( sepuluh perseratus ) dari nilai jual. 

Pasal S 

(I) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual basil pengambilan/panen sarang burung. 

(2) Nilai jual se?agaimana dimaksud ayat ( 1) Pasal ini, dihitung dengan mengalikan 
volume hasil pengambilan/panen sarang burung dengan harga dasar sarang 
burung. 

(3) Harga da~r ~ang burung sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, ditetapkan 
secara periodik oleh Walikota berdasarkan harga yang berlaku di pasaran. 

BAB III 

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK 

Pasal 4 

Pasal 3 

(l) Subyek Pajak adala.11 oran .: . 8 sarans bu rung yang dapat dig Pt ibudl atau badan hukum yang mengusahak O 

. perdugangkan dengan cara dan dalam bentuk apapun. 
Z) Apabtla Subyek Pajak adalab . · 

( Republik Indonesia, maka ~at, hukum yang berkeduduk.an di luar W1layah 
Daerah ini terletak d kewaJtban untuk melaksanakan ketentuan Pe1atur~ 
Indonesia. pa a pengurus yang berkedudukan di Wilayah Republik 

Scanned by TapScanner



6 

Passi 12 .... 

(1) Berdasarkan SPTPD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( l), W aJikota 
menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SK.PD. 

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) tidak atau lcurang dibayar 
setelah lewat walctu paling lama 30 (tiga puluh) bari sejak SKPD diterima, 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua perseratus) sebulan 
clan ditagih dengan menerbitkan STPD. 

Pasal 11 

BAB VI 

TATA CARA PERHITIJNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

PasaI 10 

(l) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 

(2) SPTPD sebaga~mana dimaksud pada ayat ( 1) harus diisi dengan jelas, benar dao 
lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus disampaikan kepada walikota 
selan1bat-lambatnya 15 ( lima betas ) hari setelah berakhirnya masa pajak. 

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota. 

Pasat 9 

pajak terutang dalam mesa pajak terjadi pada saat pengam bilan hasil yang dape.1 dioilai 
dengao uang. 

Pasat 8 
un Pajak adalah jai1gka waktu iib 

f~tr me;1ggunakan tahun buku yan~ lamatlya satu tahun talcwim lcecuali bila WaJt 
paJiu- Yang tidak sama dengan ta.bun takwim. 

pajak adalah jnngko Waktu 
rJos81flll1anya tidak lebih dari 6 (en seca)rnb berkala ~t pengambilan hesil sarang burung ~e .... nam \tlan . 
• 

llAn V 
MASA p AJA}(, s .. 
DAN SlJRAT PE~\l l>A\IA 'fl~R 'f ANG 

,IYJDERJl'AlllJA PAJ K 

Pa.'8] 7 
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(7) Penambahan .... 

Po al 12 
Wajib Pajak yang 1no1nba)·ar sc,td' . . asal 
J 1 ayut (I) digunnkon •1nn1k n tn, s.P1 J)D scbagaim no dimnksud dalam p knn 
pajak sendiri yang terutang. tongfltf\1ng, mempcrhitungkan don menetaP 

vatan1 jangka wakn, 5 (lima) . 
dapnt mcnerbitkan : tahttn sesudah saat terutangnya paJak, WaJiko1a 
a. SKPDKB~ 
b. SKPDKBT; 
c. SKPON. 

sKPDKB. sebagaimana dimnksud Pada ayat (2) huruf a diterbitkan : 
a Apabila berdo.sarka11 Ji , ·1 iak g 

· terutang tidak atau k asr ~meriksaan atau keterangan lru.n P8! yan 
bunga sebesar 2 <Y< urang diba)'ar, dikenakan sanksi adm~1stras1 t,erupa 
atau terlarnbat d.b0 (dua per~ratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang) 
bu] dihi '. ayar untuk Jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh e111pat 

an 1 itung seiak saat t . 
:1 erutangnya pajak; 

b. Apabila SPTPD tidak disamngik dal . ka aktu d·+-tukan dan 
la} di t".... an am Jang w yang 1 "''' 

te 1 itegur secara tertulis dilc -•,- ksi d · istra · berupa bunga be 2 0 , enakan san 1 a m101 sr 
se sar ~ ( dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
t~rl~bat d_1bayar untukjangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan 
dihitung sejak saat terutangnya paiak; 

c. Af~bila kewaji~an mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang teru!1"18 
dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenatkan 
sebe~ 25 :° ( dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanlcs~ 
ad~1n1stras1 berupa bunga sebesar 2 °1o (dua perseratus) sebulan dihirung dari 
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 
( dua puluh em pat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. 

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila 
ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkso 
penambahan jumlah po.jak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi 
berupa kenaikan sebesar 100 o/o ( seratus perseratus) dari jumlah kekurangan pajak 
tersebut. 
SKPDN sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah 
pajak yang terutang sama besamya dengan j umlah kredit pajak atau pajak tida k 
terutang dao tidak ada k.redit pajak. 
Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya 
dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan 
STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 o/o ( dua 
perseratus) sebulan. 

(6) 

(5) 

(4) 

(3) 

(l) 

r 
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BAB VIlI .... 

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pesa) 1 S diberikan taoda 
bukti pembayaran dan dicatat dalarn buku penenmaan. 

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti .pembayaran dan ~uku penerimaan pajak: 
sebagaimaoa dimaksud pada ayat (l ), ditetapkan oleh Walikota. 

Pasal 14 

Pembayaran pajak harus dilalrukan sekaligus atau lunas. 

W~ot.a dapat memb_erikan perseti.1juan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur 
paJak terutang dalam Jangka waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang 
dit.entukao. 

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus 
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % 
( dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar. 
Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat rnemberikan persetujuan kepada Wajib 
Pajak untuk menunda pernbayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan 
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua 
perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang beluui atau kurang dibayar. 
Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara 
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dao 
ayat (3) dan ( 4) Pasal ini, ditetapkan oleh W alikota. 

Passi 15 

Apabila pembayaran pajak dilakuk di . . . Jc, basil 
petierimaa11 pajak haru d' an 1 tempat lain yang ditunju 
kali dua puluh empat) ·~ iseror ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1. x 24 (satu 

. J atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. 
Pemba. aran P8Jak sebagaimana dimaksud d (l) d t (2) dilak:ukso dengan menggunakan SSPD. pa a ayat an aya 

TT 
B B Tl 

PE B y -~ 

PasaJ 13 
pen1ooyaran pajak dilakukan di K . . h 
Walikota . esuai waktu v .88 Daerah atau tempat Jain yang drtunJuk ole 
sKPDKBT dan TPD. · ang ditentukan da1am SPTPD, SKPD. SKPDKB, 

• • 
irnnnn drmaksud t1ynt ( 4) r)n I ant 

n, I po, k n ndiri lum dil lcu .o,.• 

·' n •~n1tnn 
Wa,,t, p · 1n 

penambahan j,1mlah Pn.,n 
tida.k dikcnaknn npnbil 
tindakan pcmcrik, nn, 

(5) 

(4) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

(2) 

( 1) 

Scanned by TapScanner



9 

Pasal 21 .... 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaeo 
lelang, Juru Sita memberitahuka11 dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. 

Pasal 20 

Setelah dilakukan penyitaan clan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, 
setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor 
Lelang Negara. 

Pasal 19 

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali 
dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera 
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

Pasal 18 

(2) 

(1) 

Pasal 17 

Apabil~ jumla~ pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangle.a waktu 
sebagai~~a ~ttentuk~ dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain 
yang sejerus, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. 
Pejabat y~ng. ditunjuk menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 ( dua puluh 
sa~). ban sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 
SCJCD1S. 

yang sejenis sebagaimana Surat Teguran, Surat Peringatan atau t 1 . · ak d pada . · sura a1n dun su ayat ( 1) d1keluarkan oleh Pejabat 
(3) 

R D VIII 

p tNAGIHAN PAJAK 

Pasal 16 

surat Teguran atau Surat Perin . . al 
(1) tindakan pelaksanaan pen i ga~n a~u surat lain yang sej~s .sebagal "" 

teinpo pembayaran. ag han paJak d1keluarkan 7 (tujuh) hari se.Jak seat Jatuh 

I)a)am jangka waktu 7 (tu· h) h . s rat 
(Z) perinp;atan atau surat lain ~u ~n . setelah tanggal Surat Tegura~ ~u u 

t-nn yang SCJet11s, Wajib Paiak harus melunasa paJak yang 
teru "'""g · :1 
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(3) W lik 8 I Ota .•••• 

Walikota karenajabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat : 
a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKB'f atau STPD yang dalam 

penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan 
dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan dserah; 

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar; 
c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda 

dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundaog-undangan 
perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan 
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. 

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan 
atau penguraogan sanksi adrninistrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan 
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus disampaikan secara tertulis oleh 
Wajib Pajak kepada Walikota, at.au Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan 
memberikan alasan yang jelas. 

PasaJ 23 

BAB X 

TATA CARA PEMBETIJLAN, PEMBATAI.AN, 
PENGURAi~GAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 22 

w alikota berdasarkan pe h , , • ranaAfl . d rmo onan WaJ1b Pajak dapat meuaberikan pengu e--' 
keru1ganan an pe111bebasa11 pajak. 

Tata ~ra ~mberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pejak 
sebaga,mana dtmaksud pada ayat ( 1 ), ditetapkan oleh Walilrota. 

PENGURANGAN K ' ERIN ,ANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

BAB IX 

(2) 

(1) 

(Z) 

(1) 

tuk. jeni . i i f rmulir ukur Pn~I 21 untuk 
J3~~sanaan peon iban paj~k dacr: db.uk,1 dun tanda buku yang diperguoekan 
p0 tlctnpkan olch Walikota. 
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Pasal 25 ... 

RAB I 

KEBERA1'AN DAN BANDING 

Wbaalik~ta atau .Pejnhat fl Jin 
se gwn1ana damnk ud lnnl -~ (ti ) hulnn ejnk fllJN11 permoh~nnn 
keputusnn. ' dn nynt (2) ditorin1 ~ sud h harus mcmbcrikan 
Apa?ila telah le\vnl waktla i 
Wal1kota atau P~jahnt tid . (la t\) 1.,,,lar1 . e gairnana dimaksud pad ayat (3) 

'--- 1 · t nk rn , be · J pemL>ftfn an. peng\1ra.noa k cm rikan kcputusan, pcrmohonan pembetu an! 
d . . di o n etotopn d ksi a n1101stTn t 1a11onap d'k l n an penghnp,14Uin atau pengurangan Mn ee l A )tllkntl. 

L 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(4) 

(3) 

Pasal 24 

( l) Wajib Pajak dapat m · . 
atas suatu : enga.iukan keberatan hanya kepada Walikota atau PeJaba1 

a. SKPD~ 
b. SKPDKB; 
c. SKPDKBT; 
d. SKPDLB; 
e. SKPDN~ 

Per 111ohonan. keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus disarnpaikan 
secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
SKPD, SKPDKB, SKPDKB1', SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, 
atau tanggal pemotongan/pemungt1tan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka wak:tu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya. 

Walikota atau Pejabat dalam jangka wak.tu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak 
tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diterima, sudah memberikan kepurusan. 
Apabila setelah lewat waktu 12 ( dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, perrnohonan 
keberatan dianggap dikabulkan, 

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda 
kewajiban membayar pajak. 
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(6) Apabila ... 

Pasal 27 

W~jib Pajak dapat ~engajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 
pajak kepada Walikota atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkao 
sekurang-kurangnya: 

a. Nama dan alamat Wajib Pajak; 
b. Masa Pajak; 
c. Besarnya keJebihan pembayaran pajak; 

d. Alasan yang jelas. 
Walikota atau Pejabat dalamjangka walctu paling lama 12 ( dua belas) bulan sejak: 
diterimanya perrnohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan. 
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota 
atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam 
wak:tu paling lama 1 (satu) bulan. 
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran 
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk. 
melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud. 
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling Jama 2 
( dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah 
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). 

6 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 

Pasat 26 

AP8bil~ peng~uan keberatan sebegaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau banding 
sebagau;:;::;t d::i._ak~t~ dalam Pasat 25 dikabullcan ~ebagian atau seluruhnya, kelebihan 
pewbaY ) ~ ~l 1 emhalikan dengan ditarobah imbalan bunga sebesar 2 % ( dua 
perseratus se u an untuk paling lama 24 ( dua pulub em pat) bulan. 

PasaJ 25 
l) Wajib Pajak dapat mcnga· k . s g1cet4 

( Pajak dalam jangka waktu ~lt ~n banding kepada Badan PenyclcS81an en tan. 
. (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan kebera 

Z) PengaJuan Permohonan bu di ( 1) tidak 
( rnenunda kewajiban m b n ing. sebagaimana dimaksud pada ayat 

em ayar J)aJak. 

BAB XII 

PENGEMBALIAN KELEBillAN PEMBA Y ARAN PAJAK 
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Passi 31 .... 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD/dokumen 
yang dipersamakan atau mengisi dengan tidak benar atau ridak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah 
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) ta.bun dao atau 
denda paling banyak 2 (dua) kalijumlah pajak yang terutang. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD/dokumen yang 
dipersamakan atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan dserah 
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda 
paling banyak 4 ( empat) kali jumlah pajak yang terutang. 

Pasal 30 

BAB XIV 

KETENTUAN PIDANA 

(2) 

PasaJ 29 

Hak untu~ melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jan~ 
w~ 5 (lima) tah~n terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila WaJtb 
Pajak melakukan t1ndak pidana di bidang perpajakan daerah. 
Kada.luwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) te1tangguh 
apabila : 

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau: 
' 

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik secara langsung maupun 
tidak langsung. 

(1) 

BAB xm 
KAl>ALUW ARSA 

l 28 

n11bila kelebihan pembnyo.mn r • • ak lainny&, 
At~ aimana dimnksud dalam P .paJak d1perh1tungkan dengan utang paJ cera 
50~ dah bukuan dan b kti ~~I 27 ayat ( 4 ). pembavarannya dilaku~an dengan 
petnJn u i>enundab bukua11 juga berlaku sebagai bukti pembaYataJl· 

Apabila pengembal1An kelch'h waktD 
2 ( dua) bu Ian ejak ditcrhit~ an flCmba arnn pajnk drlakukan -.etelah )ewa~nk:en 
unbalan bunga scbesa- 2 n~n\o S~'PJ >J..B. Welikote at.au PeJabat meii:nbarao 
pembayaran kclebthan pajo.k. 0 (dua pcrseratu ) sebulan a ketcr 

(6) 

r 
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k. Melalcukan ... 

• 1. 

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang rneninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan meiueriksa identitas orang dan 
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah; 
Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

j. Menghentikan penyidik.an; 

(2) 

Pasat 32 
Pejabat Pegawai Negeri 8. . . . 
wewenang khusus scba 8. plpil ~~entu di li11gku11gan Pemerintah Daer~ d1~ 
bi d · ... 1~- g 1 criyidik untuk melakukan penyidik.an tindak pidana di 1 ang perpaJ«hlln daerah seb · 8 
Tahun 1981 tenta H k agaunana dima.ksud dalam Undang-undang Nomor 

ng u um Acara Pidana. 
Wewenang penyidik sebaga · d. 

. imana unaksud pada ayat (1) adalah : 
a. Menerimn, menca-; 

be k d . .' mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan 
r e1naan engan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan 

atau aporan tersebut menja.di lengkap dan jelas; 
b. Meneliti, mencari dan lkan · ib .J: tas mengumpu keterangan mengenai orang pn aw a 

~adan t~tang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan 
tindak ptdana perpajakan daerah tersebut; 

c. Meminta. keterangan dan bahan buk:ti dari orang pribadi atau badao 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

d. Memeriksa buku-bt1ku~ catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah; 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut; 

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidaog perpajakan daerah: 

(1) 

Po..,01 t 
r:11dak pidana sebagaitnana di n1, 

v• tm~sud dn] . 
·aJlgka waktu 10 (sepuluh) tahu am Pasal 31 tidak dituntut setelah meJampaut 

J be khi n seJnk swit · M sa pajak atau ra trnya Bagian Tah : terutangnyn pajak atau berakhirnya a 
un PQJak at.au bcrak:himya Tahun Pajak. 

BAB XV 
PENVIDfKAN 
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NIP. 

LEMBARAN DAE RAH KOT A MAGELANG I TAHUN 2002 NOMOR 23 
SERI B No. 1 

MAGELANG SEKRETARIS DAE 

Dr HC. Ors. 

Diundangkan di Magelang 
pada tanggal 12 Agustus 2002 

R FAHRIY ANTO 

Ditetapkan di Magelang 
pada tanggal 7 Agustus 2002 

WALIKOTA MAGELANG 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempataonya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. 

Pasal 34 

mt, 
• 

sepenjang mengenai • • ttal-hal yang belum diatur dalam Peraturan 
pelaksanaannya diatur lebih Ian jut oleh W alikota .. 

BAB XVI 
KETENTlJAN PENUTIJP 

Pasal 33 

k, ~;lalrulr~~ ti~-~nlron lnin ynn pcrlu untuk lcelnnCAron penyidrkan tindalc 
P~ ana 

1 
~ anJt JlCrpa_jakan de r h menurut hukum yan dapet 

diportan un Jn wnbkan. 

Pen~d~k bagai1nana drmak ud peda avat ( 1) memberitehukan dimulainya 
pcnY1~tkan dan mcnynn1pnikan hasil penyidikannya kcpada Penuotut Umum, 
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-unda.ng Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hulcum Acara Pidana. 

(3) 
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; Cukup jelas. Pasal 2 s/d Pasal 34 

: Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan 
dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian 
istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya 
salah tafsir dan salah pengertian dalam mernahami dao 
melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga 
baik warga masyarakat maupun apararur dalam 
menjalaokan hak dao kewajiban dapat berjalan dengan 
lancar dan dapat dicapai tertib administrasi pemungutan 
Pajak Daerah. 

Pasal 1 

[L PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Bahwa untuk melaksanakan pemungutan Pajak Pengambilan Sarang Burung 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, 

Sehubungan dengan ha1 tersebut diatas, pemungutan pajak pengambilan sarang 
burung berdasarkan kajian dengan kriteria, layak ditetapkan sebagai pajak ~ 
disamping itu pengambilan sarang burung walet dan sejenisnya merupakan potensi 
yang dapat digali di daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah. 

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 ten~ng 
Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah, maka dimungkinkan pemungutan obyek pajak 
baru selain limitatif yang ditentukan sepanjang rnemenuhi kriteria sesuai pe1aturan 
perundang-undaogan yang berlaku. 

UMUM PE JELAS 1. 

ENT G 

PAJAK PE GAMBIJAN ARANG BURUNG 

OR 12 AfltJ l( 02 

P RA'I~ 
r R 

r 
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